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ABSTRAK1 

 
 Perbaikan narapidana mungkin merupakan bagian utama dari pekerjaan untuk 

memerangi kesalahan dalam kerangka penegakan hukum Indonesia. Restoratif adalah 

bagian terakhir dari kerangka penegakan hukum dalam Kerangka Penegakan Hukum 

Terkoordinasi dan merupakan bagian dasar dari Kerangka Penegakan Hukum Terintegrasi. 

Pelaku demonstrasi kriminal adalah tahanan di Organisasi Perbaikan yang harus 

mendapatkan arahan sesuai pedoman materi. Dari pendalaman ini diyakini bahwa 

kebutuhan pengaturan pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Kelas II A Jambi, 

mengetahui pemberian pembebasan bersyarat menjadi pendorong semangat para 

narapidana di Lapas Kelas II A Jambi, menyadari kendala yang dialami dalam pelaksanaan 

eksekusi. pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Kelas II A Jambi. Review ini 

menggunakan strategi investigasi informasi subjektif yang dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi yang diperoleh dari Yayasan Remedial Kelas II A Jambi. Oleh 

karena itu, masalah dan jawaban untuk masalah ini akan dirujuk, serta dari penelitian 

sebagai tujuan. Arahan para tahanan yang akan menjalani pembebasan bersyarat, 

khususnya pada tahun 2020, dapat dikatakan bahwa para tahanan, khususnya di Lapas 

Kelas II A Jambi, pada umumnya dipandang sebagai perilaku yang pantas. Secara 

keseluruhan, pengajaran dengan pembebasan bersyarat itu bermanfaat atau juga bisa 

dianggap menarik. 

Kata Kunci :  Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan. 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal peraturan 

pidana, khususnya suatu susunan keputusan yang mengarahkan segala perubahan yang 

tidak boleh dilakukan (yang tidak boleh dilakukan) disertai persetujuan yang tegas bagi 

setiap pelanggar peraturan bajingan ini juga. sebagai teknik yang harus diperhatikan bagi 

orang-orang yang diperlengkapi dalam kebutuhan mereka. Peraturan pidana Indonesia, 
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sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan pidana lainnya yang mengatur secara tegas. 

Gagasan penjara dapat diantisipasi untuk terjadi dalam perjalanan kemajuan seseorang yang 

mendorong kehidupan yang baik setelah dia selesai menjalankan hukuman penjara, karena 

ketika dia melakukan hukuman, sangat mungkin dirasakan ada kepastian. pengaturan dari 

konsekuensi pelatihan non-formal bagi tahanan melalui program pengajaran. 

Meski penahanan, eksekusinya tetap berpegang pada premis perubahan kriminal 

yang didorong oleh kualitas manusia dan metodologinya mengambil kerangka. Di kantor-

kantor pemulihan, para tahanan harus dididik untuk memahami watak hidup bahwa 

perlakuan dalam pandangan umat manusia terhadap diri mereka sendiri memiliki 

konsekuensi untuk meminta mereka melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang 

tersisa yang merupakan warga negara. Substansi dari contoh tersebut terus dipertahankan 

sehingga berubah menjadi cara berpikir disposisi hidup di antara para tahanan. Sementara 

itu, dalam Pasal 10 KUHP, ada dua macam pelanggaran, yaitu pelanggaran primer dan 

pelanggaran tambahan, dimana salah satu pelanggaran mendasar adalah penahanan di 

mana orang-orang yang sedang menjalani hukuman penjara secara teratur disebut sebagai 

terpidana.  

Ketahuilah bahwa Indonesia dan hampir semua negara disibukkan dengan episode 

yang sedang terjadi di dunia, khususnya wabah Coronavirus (Covid Illness 2019). Karena 

merebaknya infeksi ini, otoritas publik telah mengambil pengaturan untuk menekan 

penyebaran Covid. Salah satunya adalah Pelayanan Regulasi dan Kebebasan Umum, pilihan 

Otoritas Publik tergantung pada Pedoman Pendeta Peraturan dan Kebebasan Dasar Nomor 

10 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Pemberian Osmosis dan Keistimewaan Penggabungan 

Kepada Tahanan dan Anak Dalam Rangka Penahanan dan Penaklukan Penyebaran Virus 

Corona serta Pernyataan Imam Peraturan dan Kebebasan Umum Nomor M.HH - 

19.PK.01.04.04/2020 Tentang Kedatangan Tanpa Akhir Tahanan dan Pemuda Melalui 

Penyerapan dan Pencampuran dalam Struktur Antisipasi dan Pemukulan Penyebaran Virus 

Corona. Kedatangan para napi tersebut ditunjang dengan pemikiran akan lemahnya 

penyebaran virus corona di lembaga pemasyarakatan/rutan/Lembaga Peningkatan Anak 

Luar Biasa (LPKA) di Indonesia yang di luar dugaan mengalami kelimpahan penghuni. 

Di tengah pandemi Coronavirus, kantor perbaikan telah berubah menjadi tempat 

yang tidak aman. Persoalannya, selain banyak restoratif yang tidak cocok untuk tempat 

tinggal karena tidak adanya kantor dan instruksi kesehatan, batas yang berlebihan juga 

membuat strategi pemisahan sosial tidak bisa dilakukan. Dengan fokus strategi 

membebaskan tahanan dan anak di Lapas/Rutan dipercaya dapat mencegah dan 

menanggulangi penyebaran virus Corona. 

Pendekatan pengiriman tahanan dengan tujuan akhir untuk menahan penyebaran 

Covid berada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia melalui Layanan Regulasi dan 

Kebebasan Dasar. Hal ini tergantung pada kecemasan otoritas publik tentang penyebaran 

Covid di penjara. Batas sesak atau meluap-luap di penjara menunjukkan bahwa 

kekhawatiran ini bukan lelucon. Jumlah lembaga pemasyarakatan dan pusat penahanan di 

seluruh Indonesia mencapai 528 dengan batas 130.512 orang. Sementara itu, jumlah 

narapidana yang dihubungi sebanyak 269.846 orang, ini terjadi dalam jumlah 107%. 
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Terkait dengan merebaknya wabah virus Corona saat ini, dalam membuat strategi 

untuk kedatangan para tahanan, otoritas publik memutuskannya melalui program 

kebebasan pencernaan dan kombinasi. Program osmosis adalah cara yang dilakukan dengan 

pembinaan tahanan dan anak-anak yang dilakukan dengan mengkoordinir anak dan 

tahanan ke dalam masyarakat. Selain itu, hak pendirian adalah pengaturan pembebasan 

bersyarat, cuti sebelum pemulangan dan cuti kontingen bagi tahanan yang melakukan 

pelanggaran selain demonstrasi penindasan psikologis, opiat dan cikal bakal opiat, zat 

psikotropika, pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap keamanan negara dan 

pelanggaran kebebasan umum yang sejati, serta pelanggaran terkoordinasi transnasional. , 

atau warga negara luar. 

Kedatangan para tahanan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan lemahnya 

penyebaran virus Corona di Restorative Establishments/Confinement Focuss/Organisasi 

Pembinaan Anak Luar Biasa di Indonesia yang di luar dugaan mengalami kelebihan 

penduduk. Namun, normal bagi para tahanan dikirim untuk mengulangi demonstrasi 

mereka yang melanggar hukum. Bukti bahwa tahanan berperilaku buruk lagi dapat menjadi 

indikasi bahwa penilaian sebelum mereka diserahkan dan diizinkan untuk berbaur dengan 

masyarakat kurang berhasil. Ketika otoritas publik tidak dapat memastikan bahwa para 

tahanan tidak akan melakukan demonstrasi kriminal lagi, maka, pada saat itu, yang dijamin 

oleh otoritas publik adalah pengawasan dan aktivitas pejabat yang umumnya bekerja setelah 

para tahanan tersebut dikembalikan. kepada masyarakat. Pada saat para tahanan yang 

dibebaskan karena pencernaan dan hak mengikuti program kembali ke masyarakat, otoritas 

publik pun turut ambil bagian secara sungguh-sungguh dalam pengelolaan para tahanan 

tersebut. 

Mengenai penegasan atas, pencipta dapat memahami bahwa pembebasan bersyarat 

adalah fase pembinaan tahanan yang dikoordinasikan untuk memahami kesalahannya, 

bekerja pada diri sendiri dan tidak melakukan demonstrasi kriminal lagi. Tahanan harus 

tetap mendapatkan keadilan yang halal sesuai dengan keadaannya sebagai seseorang yang 

dipandang bertanggung jawab sesuai peraturan, salah satunya adalah pilihan untuk 

mendapatkan pembebasan bersyarat atau parole. 

 

METODE 

Strategi pemeriksaan merupakan perangkat fundamental dalam kemajuan ilmu 

pengetahuan dan inovasi serta ekspresi manusia. Strategi eksplorasi adalah siklus 

pemeriksaan atau pemahaman dalam pandangan suatu teknik yang meneliti kekhasan sosial 

dan masalah manusia. Dalam ulasan ini, pencipta mencoba menggambarkan kelayakan 

pembebasan bersyarat terhadap narapidana selama pandemi Coronavirus sesuai pedoman. 

Teknik eksplorasinya sebagai Eksak Yuridis yang merupakan semacam pemeriksaan 

legitimasi humanistik dan dapat dijadikan acuan oleh penelitian lapangan, menganalisis 

pengaturan-pengaturan hukum yang bersangkutan dan apa yang telah terjadi dalam 

kehidupan individu. Penggalian sah secara metodis dengan memanfaatkan peraturan dan 

bahan-bahan hukum yang tercatat dengan mengenali asas atau implikasi penting dalam 

peraturan, khususnya wilayah hukum yang sah, dan barang-barang halal dengan 
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pendekatan pengumpulan informasi penting melalui pertemuan atau tanya jawab dengan 

pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini. 

Jenis pemeriksaan yang digunakan pencipta adalah jenis eksplorasi subjektif, yang 

dilihat dari cara paling umum untuk melakukan pembebasan bersyarat terhadap terpidana 

dalam keadaan Coronavirus. Gerakan eksplorasi ini selesai sejak pengukuhan judul 

pemeriksaan ini di ruang pemeriksaan di Lapas Kelas II A Jambi dan dengan Kepala Binadik 

tentang jenis dan sumber informasi yang digunakan dalam tinjauan ini, menjadi informasi 

penting khusus dan opsional. informasi. Pernyataan ini bersifat positif dan negatif. 

Informasi esensial adalah informasi mendasar yang diperlakukan dalam penelitian, 

yang diperoleh secara langsung dari sumber atau dari daerah objek eksplorasi, atau seluruh 

informasi hasil pemeriksaan yang diperoleh di lapangan. Dalam tinjauan ini, informasi 

penting diperoleh secara lugas melalui wawancara dengan Kepala Binadik, pertemuan 

tentang pembebasan bersyarat di penjara Kelas II A Jambi sebagai informasi penting dalam 

ulasan ini. 

Auxiliary Information adalah informasi atau berbagai data yang diperoleh secara 

implisit atau melalui go-between sources. Informasi ini diperoleh dengan mengutip dari 

berbagai sumber, sehingga tidak sah, mengingat diperoleh dari yang kedua, ketiga, dst. 

Sumber informasi tambahan dalam eksplorasi arsip ini adalah: 

1. Media cetak terkait dengan penjelajahan ini. 

2. Foto-foto yang berhubungan dengan eksplorasi ini. 

3. Web terhubung dengan penjelajahan ini. 

 

HASIL DAN PERCAKAPAN 

Kecukupan Batasan Kedatangan Tahanan Selama Pandemi Virus Corona Di Instansi 

Restoratif Kelas II A Jambi 

Kecukupan adalah tujuan yang telah diatur sebelumnya yang dicapai karena 

interaksi gerakan. Pembatasan pengiriman adalah kedatangan terpidana setelah menjalani 

masa hukuman kurang lebih 66% dari masa pidananya, mengingat 66% tersebut sekurang-

kurangnya 9 (sembilan) bulan. Kelangsungan pembebasan bersyarat terhadap tahanan 

dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyesuaian, dalam penjelasannya secara 

keseluruhan memuat penjelasan bahwa motivasi di balik disiplin adalah suatu usaha untuk 

menggerakkan tahanan dan anak-anak kriminal untuk meratapi perbuatannya, dan 

mengembalikan mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif. , tunduk pada hukum, 

menjaga kualitas tegak, sosial d                                  an ketat, untuk mencapai kehidupan 

daerah yang dilindungi, sistematis dan tenang. Alasan sahnya pembebasan bersyarat 

tergantung pada Pasal 15 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Jika terpidana telah menjalani 

66% dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang seharusnya sekitar 9 (sembilan) 

bulan, maka , pada saat itu, ia dapat diberikan pembatasan pengiriman. Jika terpidana perlu 

melakukan beberapa hukuman berturut-turut, disiplin dianggap sebagai satu kesalahan. 

Selama masa penahanan, dapat dipahami bahwa kesempatan ideal untuk pembebasan 

bersyarat bagi tahanan diarahkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Pedoman Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pengupahan, dinyatakan bahwa tahanan memenuhi syarat untuk pembebasan 

bersyarat. Tahanan harus terus mendapatkan keadilan sesuai kondisi mereka sebagai 
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individu yang dipandang sebagai komitmen seperti yang ditunjukkan oleh pedoman, 

mengakui hak istimewa tidak hanya berhenti pada prinsip- prinsip. 

Pemenuhan syarat pembebasan bersyarat Mengingat pengaturan pedoman, petugas 

penjara dapat mengusulkan program pembebasan bersyarat untuk tahanan dengan 

kerangka data remedial atau kerangka data set restoratif (SDP) yang dikoordinasikan antara 

unit pelaksana khusus kantor remedial di lembaga pemasyarakatan, tempat kerja provinsi 

dan Direktorat Jenderal Penyesuaian pada Dinas Pengaturan dan Keistimewaan. Kebebasan 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.49 Berdasarkan pedoman ini, Lapas Kelas II A 

Jambi mengumpulkan informasi tentang tahanan yang telah memenuhi persyaratan dan 

memiliki laporan lengkap untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Keterangan mengenai 

tahanan yang telah memenuhi syarat tersebut dicatat pada keterangan tahanan yang akan 

diajukan pembebasan bersyarat, informasi terkini disampaikan kepada Kelompok Saksi 

Mata Remedial Kelas II A (TPP) Jambi untuk mendapatkan penilaian sebagai saran yang 

akan diserahkan ke Top of the Jail untuk disahkan. Pelaksanaan evaluasi yang diselesaikan 

oleh Kelompok Persepsi Restoratif Kelas II A Jambi akan menjadi usulan untuk pengajuan 

pembebasan bersyarat. Berdasarkan informasi dari Sudin Pengarahan Rutan Klas II A Jambi, 

narapidana Lapas Kelas II A Jambi yang mendapatkan pembebasan bersyarat dalam waktu 1 

tahun terhitung mulai tahun 2020. 

 

Selanjutnya adalah informasi narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat di 

Lembaga Kelas II A Jambi tahun 2020 : 

 

Tabel 1. Data Informasi Tahanan Penyerahan Kontinjensi di Lembaga Kelas II A Jambi Tahun 2020 

 
NO 

 
Jenis Kejahatan 

 
Jumlah 

 
1. 

 
Pengelapan 

 
20 

 

2. 
 

Penyuapan 
 

2 

 
3. 

 
Perjudian 

 
2 

 
4. 

 
Kesusilaan 

 
2 

 
5. 

 
Cukai 

 
2 

 
6. 

 
Pengeroyokan 

 
2 

 
7. 

 
Perikanan 

 
5 

 
8. 

 
Perampokan 

 
2 
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9. 

 
Pornografi 

 
2 

 
10. 

 
Migas 

 
9 

 
11. 

 
Pembunuhan 

 
7 

 
12. 

 
Narkotika 

 
43 

 
13, 

 
Pencurian 

 
55 

 
14. 

 
Perlindungan Anak 

 
19 

 
15. 

 
Penipuan 

 
4 

 
16. 

 
Penadahan 

 
2 

 
17. 

 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

 
2 

 
18. 

 
Pemerkosaan 

 
2 

 
19. 

 
Korupsi 

 
2 

 
20. 

 
Penganiayaan 

 
3 

 
21. 

 
Kehutanan 

 
2 

  
Rata-Rata 

 
194 

 

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memberikan arahan kepada para 

tahanan dan mahasiswa remedial di Indonesia. Organisasi Perbaikan adalah unit pelaksana 

khusus di bawah Direktorat Jenderal Pembetulan Layanan dan Kebebasan Dasar. Pondasi 

restoratif sebagai pembahasan untuk perbaikan narapidana dalam kerangka remedial 

terlihat memahami disiplin integratif, khususnya menumbuhkan dan membangun kembali 

unit kehidupan daerah yang layak dan berharga. Dengan demikian, Restorative 

Establishments melakukan pemulihan, re-instruksi, resosialisasi dan pengamanan, baik bagi 

tahanan maupun daerah setempat dalam kerangka remedial. 

 

Apa Kendala Terkait Pelaksanaan Serah Terima Kontingen Selama Pandemi 

Corona Di Lapas Kelas II A A Jambi  

Pelaksanaan pembebasan bersyarat umumnya tidak berjalan dengan baik dan 

mudah, meskipun terkadang akan ada kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini diakui 
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petugas bahwa siklus lamaran terkadang terhambat karena lambannya dinas terkait lainnya. 

Seperti pihaknya, mereka perlu menunggu laporan tentang konsekuensi penelitian daerah. 

Ini mencakup perubahan pada beberapa peraturan dan pedoman yang mengawasi 

pembebasan bersyarat. 

 

Narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat mengabaikan undang-

undang dalam organisasi remedial yang membuat narapidana digerogoti dengan lalai untuk 

mendapatkan pembebasan bersyarat. 

 

Penjara merupakan tempat pembinaan narapidana dan mahasiswa restoratif di 

Indonesia. Yayasan restoratif atau lembaga pemasyarakatan untuk jangka pendek 

sebelumnya dikenal sebagai penjara. Motivasi pelaksanaan persalinan di Lapas yang semula 

diharapkan menjadikan tahanan sebagai hambatan, kini berubah sehingga para tahanan 

didorong agar dapat melanjutkan kehidupan di mata masyarakat seperti sebelum mereka 

melakukan pelanggaran dan menjadi narapidana di rutan. lembaga pemasyarakatan. 

Kadang-kadang perlakuan terhadap tahanan tidak diragukan lagi lebih disadari orang lain, 

tahanan atau narapidana pada umumnya tidak dianggap sebagai barang, namun saat ini 

menjadi subyek pengarahan. Para tahanan yang berada di dalam sana melakukan berbagai 

kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya adalah keterangan narapidana di Lembaga Restorasi 

Kelas II A Jambi sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Jumlah Narapidana atau Warga Binaan Tahun 2020  

 
NO 

 
Warga Binaan 

 
Jumlah 

 
1. 

 
Tahanan Pria 

 
63 Orang 

 
2. 

 
Tahanan Jaksa 

 
219 Orang 

 
3. 

 
Narapidana Pria 

 
809 Orang 

  
Jumlah 

 
1.091 Orang 

 

Dengan rincian penggolangan warga binaan sebagai berikut: 63 Perorangan, Opiat 

225 Perorangan, Penebangan Melawan Hukum (Illicit Logging) 3 Perorangan, Penetrasi 

Ilegal (IIegal Oil Mining) 8 Orang, Penangkapan Ikan Ilegal (Iegal Fishing) 19 Orang, 

Perbankan 3 Orang, Perbuatan Luhur 329 Orang, dan Pemeriksa Penahanan 219 Orang. 

 

Salah satu unsur yang merusak pemberian pembebasan bersyarat adalah apa yang 

berasal dari tahanan yang sebenarnya, misalnya narapidana terlibat atau melakukan 

tindakan disiplin atau hal-hal lain yang menimbulkan pelanggaran disiplin, sehingga 

tahanan diingat untuk daftar register F di Kelas II. Sebuah Lapas Jambi, sehingga hak 

mereka untuk mendapatkan pembebasan bersyarat ini dan pengurangan yang diperoleh 
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pada tahun itu ditunda dengan alasan telah mengabaikan disiplin, kegiatan disipliner adalah 

sebagai berikut: 

a)  Terpidana berusaha kabur dari Lapas Kelas II A Jambi atau melarikan diri dan 

kemudian diamankan. 

b)  Terpidana membuat atau terkait dengan pergolakan di Lapas Kelas II A Jambi. 

c)  Tahanan berperang melawan penjaga Penjara. 

 

Apa Pengaruh Strategi Pembatasan Pembatasan Terhadap Narapidana Selama 

Pandemi Corona Di Yayasan Remedial Kelas II A Jambi 

Kedatangan tahanan Kekhawatiran akan dampak dari strategi pelepasan tahanan di 

tengah pandemi virus corona mulai muncul. Pertama-tama, di tengah pandemi virus 

Corona, mantan narapidana akan dihadapkan pada tempat yang sulit untuk mencari 

pekerjaan yang menguntungkan. Selain itu, dalam konspirasi bundel strategi bantuan pra-

usaha yang telah dilakukan oleh otoritas publik, tidak ada pemberitahuan bantuan pra-kerja 

untuk mantan narapidana yang telah diserahkan. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat 

keadaan virus Corona telah membuat banyak organisasi “bangkrut”, menghentikan tugas, 

memberhentikan perwakilan, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Bahkan informasi terbaru 

dari Organizing Service for the Economy menunjukkan bahwa sudah ada 1,5 juta pekerja 

yang selamat dari WFH dan pemotongan (Republic, 2020). Kedua, maraknya praktik jual 

beli karcis kedatangan tahanan di lapas. Ketiga, demonstrasi kriminal mulai muncul. Melihat 

dampak yang muncul dari kedatangan para tahanan, jangan hanya fokus pada pencegahan 

virus Corona, namun pada saat yang sama fokus pada bagian pemerataan dan dampak 

hambatan sebagai tujuan yang mengutuk. Hal ini sesuai hipotesis disiplin umum yang 

dikemukakan oleh Muladi, di mana disiplin bukanlah pembalasan atas kesalahan pelakunya 

namun masih merupakan metode yang membantu untuk mencapai tujuan. Motivasi di balik 

disiplin adalah untuk lebih mengembangkan pelakunya dengan tujuan agar dia menjadi 

hebat dan tidak mengulangi kesalahannya. 

Sebagai informasi tentang akibat dari tahanan yang diberhentikan dari 39 penghuni 

penjara Kelas II A Jambi dibebaskan dari kurungan setelah pengaturan dari Layanan 

Regulasi dan Kebebasan Umum. Hal itu disampaikan sebagai tindakan untuk mencegah 

penyebaran dan mengurangi pertaruhan penularan virus corona. Para tahanan ini 

dibebaskan berdasarkan pilihan Pendeta Peraturan dan Kebebasan Dasar Nomor 19. 

 

Kedatangan tahanan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di tengah-tengah 

penjara yang penuh sesak adalah pengaturan sementara. Pendorong utama penularan 

penyakit pada tahanan yang kelebihan kapasitas adalah pendekatan otoritas publik yang 

sebenarnya menitikberatkan pada penahanan dalam implementasi regulasi untuk 

memberikan dampak hambatan bagi seseorang yang terkait dengan suatu kasus hukum. 

Besarnya tingkat pemanfaatan fasilitas penahanan orang tua dalam hukum dan pedoman 

dan ketidaknyamanan tuntutan pidana tidak diimbangi dengan kerangka yang memuaskan. 

Namun selama otoritas publik tidak mengubah pengaturan otorisasi peraturan sebagai 

kurungan dan penahanan, penjara dan pusat penahanan di Indonesia akan terus diisi dan 

dalam bahaya penyebaran infeksi. Otoritas publik perlu memikirkan pendekatan kesetaraan 
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yang bermanfaat sebagai upaya untuk mengurangi kelebihan kapasitas penjara. Gagasan 

keadilan yang bermanfaat adalah metodologi yang lebih berpusat pada keadaan untuk 

membuat kesetaraan dan keseimbangan bagi pelaku pelanggaran dan korban. Strategi dan 

sistem penegakan hukum yang menitikberatkan pada penghukuman diubah menjadi 

wacana dan syafaat untuk membuka pintu bagi penyelesaian kasus pidana yang lebih 

banyak dan disesuaikan bagi korban dan pelakunya. Oleh karena itu, DPR RI bersama 

otoritas publik perlu melakukan amandemen KUHP. Dalam KUHP seharusnya ada ruang 

untuk pengalihan atau pengganti kurungan/disiplin dalam kasus-kasus ringan agar 

lembaga pemasyarakatan di Indonesia tidak over kapasitas. Pilihan non-penahanan, 

misalnya, pengawasan dan administrasi wilayah lokal dipandang lebih produktif daripada 

hukuman penjara karena mereka dapat mencapai tujuan membina atau memulihkan 

tahanan sebelum akhirnya dibebaskan dan tinggal secara lokal. 

Batas melimpahnya tempat-tempat rehabilitasi di Indonesia saat ini bukanlah 

persoalan lain dan telah menjadi persoalan yang khas. Bagaimana tidak satu sel yang 

dikecilkan sedikit saja bisa dimiliki oleh beberapa orang. Alih-alih memperbaiki mereka 

dengan cara yang benar, mereka menjadi tidak berperasaan. 

Organisasi Penyembuhan mengenai eksekusi yang luar biasa atau UPT diandalkan 

untuk memiliki pilihan untuk mendapatkan kehormatan dari para tahanan ini. Hal ini 

karena periode globalisasi yang memungkinkan kemajuan kehidupan di berbagai bidang 

mempengaruhi peningkatan kualitas dan jumlah pelanggaran sekarang berkembang dengan 

titik bahwa jumlah tahanan tanpa henti di Yayasan Restoratif juga berkembang. Karena 

meningkatnya jumlah tahanan, lembaga pemasyarakatan khas di Indonesia menghadapi 

batas selangit, karena kemacetan di penjara sehingga ruang yang seharusnya memadai 

untuk mewajibkan tahanan sesuai aturan bantuan pemerintah dalam asosiasi, ternyata lebih 

dari sejauh mungkin. 

Keadaan saat ini menyulitkan narapidana untuk beristirahat dan berolahraga, 

sehingga mengganggu hak-hak istimewa narapidana sebagai hak utama atas kesejahteraan, 

dimana seharusnya narapidana memiliki pilihan untuk mendapatkan penilaian 1 (sekali) 

dalam 1 (satu) bulan, tetapi karena jumlah fakultas klinis tidak sesuai dengan jumlah 

tahanan, hak ini tidak dijalankan. 

 

Namun demikian, berdasarkan penemuan-penemuan di lapangan, dikemukakan 

bahwa pengaruh batas kelimpahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi adalah 

sebagai berikut: 

1.  Sulitnya bagi para tahanan untuk beristirahat dan berolahraga, sehingga 

mengganggu kebebasan para tahanan sebagai hak utama atas kesejahteraan, 

dimana seharusnya para tahanan di penjara berhak mendapatkan penilaian 1 

(sekali) dalam 1 (satu) kali ) bulan, namun karena jumlah tenaga kerja klinis yang 

tidak sebanding dengan jumlah narapidana di penjara, hak ini tidak 

dilaksanakan. 

2.  Terputusnya opsi untuk mengajukan keberatan karena banyaknya tahanan yang 

melakukan protes. Di mana berada di luar kemungkinan untuk mengharapkan 

jawaban sama sekali mengingat jumlah pejabat yang tidak mencukupi. 
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3.  Peluang mendapatkan air bersih juga terganggu mengingat jumlah narapidana 

yang banyak, air yang dapat diakses di Lembaga Pemasyarakatan tidak sama. 

Hal ini terkadang menimbulkan masalah yang mengarah pada pergolakan. 

 

Dengan cara yang sama, kepentingan administrasi untuk hak-hak istimewa tahanan 

sebagai orang tua yang diarahkan dalam hukum dan pedoman juga akan meningkat, 

sementara fakultas dan kantor pendukung akan tetap cukup konsisten. Hal ini dengan 

demikian akan memicu perluasan kekecewaan, yang tidak sulit untuk memicu keributan 

antar narapidana atau pengaruh-pengaruh yang meresahkan keamanan di Lembaga 

Pemasyarakatan. 

Selain itu, ada pula upaya-upaya goyangan yang dilakukan dalam pengelolaan 

pelimpahan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, yaitu: 

1.  Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu kegiatan 

yang tidak diinginkan. Untuk menaklukan peristiwa pelanggaran, baik unjuk 

rasa ringan hingga berat maupun unjuk rasa pidana yang dilimpahkan, KPLP 

(Kepala Pengamanan Pemasyarakatan) Lapas Kelas II A Jambi telah melakukan 

beberapa upaya preventif, antara lain: 

a.  Lebih banyak cara untuk berurusan dengan para tahanan di dalam ruangan. 

Untuk mengetahui keadaan tahanan yang terjadi di alun-alun dan kamar 

tahanan, sangat penting untuk bergerak ke setiap tahanan individu sehingga 

petugas mendapatkan data tentang keadaan tahanan di setiap alun-alun dan 

kamar tahanan. , serta untuk menyusun korespondensi yang bagus. antara 

pejabat dan tahanan. 

b.  Pimpin usaha rutin tanpa informasi tentang para tahanan. Untuk melihat ada 

atau tidaknya barang-barang yang disangkal oleh para tahanan, pemeriksaan 

biasa dilakukan di setiap ruangan tanpa ada keterangan tentang para tahanan 

sehingga para tahanan tidak memiliki kesempatan untuk menyembunyikan 

hal-hal yang dihalangi. 

c. Kontrol insidental dari alun-alun penjara. Tindakan ini dilakukan dengan 

mengunjungi setiap alun-alun untuk jangka waktu tertentu untuk mengatur 

praktik yang diselesaikan oleh para tahanan. Lapas menegaskan akan 

membenahi struktur keamanan di Restorative Foundation, termasuk 

mengharapkan pemanfaatan PPA oleh para tahanan. Yayasan Perbaikan akan 

memberikan posisi berat kepada pihak berwenang atau manajer yang terbukti 

mendapatkan uang tunai dari tahanan atau tahanan yang menggunakan 

telepon. 

 

KESIMPULAN 

Persetujuan kontinjensi adalah penampilan terpidana setelah melaksanakan 

hukuman sekitar 66% dari masa pelanggaran hukumnya, dengan mempertimbangkan 

bahwa 66% tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Kelanjutan pembebasan bersyarat bagi 

narapidana dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengobatan, dalam klarifikasi 

umumnya berisi klarifikasi bahwa inspirasi mengemudi mengutuk adalah pekerjaan untuk 
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mengumpulkan narapidana dan anak-anak kriminal untuk berduka atas latihan mereka, dan 

mengembalikan mereka untuk menjadi individu dari masyarakat umum yang berguna. , 

mematuhi hukum, mengikuti kualitas moral, sosial, dan berat. Dalam kerangka pelatihan 

ini, dipahami bahwa kesempatan ideal untuk pembebasan bersyarat bagi tahanan diarahkan 

dalam Pasal. 

14 ayat (1) huruf k Peraturan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Revisi menyatakan 

bahwa narapidana memenuhi prasyarat pembebasan bersyarat. Penghormatan narapidana 

sebagaimana disinggung dalam Pasal 14 ayat (1) Pergub Nomor 12 Tahun 1995 diperkuat 

dengan Pedoman Peraturan Perundang-undangan Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang 

Syarat dan Teknik Pelaksanaan Pencernaan, Pengiriman Terbatas, Sebelum Melahirkan, dan 

Cuti Bersama dengan rencana yang diperluas mempertimbangkan Lulus menjadi salah satu 

kehormatan tahanan. 

Batas-batas aktivitas mengakui tahanan kehormatan untuk pembebasan bersyarat 

terlalu bingung dan mengusulkan pendekatan yang terlalu berat akan menempati banyak 

kesempatan untuk berhasil mendapatkan pilihan yang dirasakan atau diberhentikan selama 

kerja sama ini. Baca Juga: Penampilan Napi Khawatir efek rencana pemulasepan tahanan di 

tengah pandemi virus Corona mulai muncul di tengah pandemi virus Corona, para mantan 

narapidana akan dihadapkan dengan keadaan yang tentunya memprovokasi untuk melacak 

pekerjaan produktif. 
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